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Abstract 

Subrogation, is not an easy concept to be done in insurance system. Although it is acknowledged in 
law, but it is unfamiliar/ common to societies. Insurer really be protected his/her right through article 284 
Trade Law (KUHD), in fact, it doesn't more use subrogation in practice. The validity of subrogation 
being influenced not only by Insurer and assured, but also by other factors. 

Abstrak 

Subrogasi, merupakan konsep tidak mudah untuk dilaksanakan dalam praktek perasuransian. 
Meskipun dikenal dalam hukum, namun awam bagi masyarakat. Penanggung yang sebenarnya 
dilindungi haknya melalui pasal 284 KUHD ternyata tidak banyak memanfaatkan subrogasi dalam 
praktek. Pemberlakuan subrogasi dipengaruhi tidak hanya oleh penanggung dan tertanggung, 
melainkan juga oleh faktor lain. 

Kata Kunci: Subrogasi, penanggung, tertanggung 

Usaha perasuransian tumbuh 
seiring dengan berkembangnya ra­
gam kebutuhan manusia. Asuransi te­
lah merambah hampir semua sektor 
kehidupan. Di bidang perbankan, 
misalnya, pemberian kredit bagi mo­
dal usaha juga dilengkapi dengan 
pembuatan asuransi kredit untuk 
mengantisipasi apabila debitur tidak 
mampu meneruskan kewajibannya 
membayar hutang. Di bidang usaha, 
gedung yang dibangun memerlukan 
perlindungan asuransi kebakaran, se­
dangkan para pekerjanya membu­
tuhkan jaminan perlindungan kecela­
kaan k~~a. 

Keberadaan asuransi tidak ter­
lepas dari hakekat asuransi sebagai 

penerima peralihan risiko (transfer of 
risk). Ancaman kerugian terhadap 
harta benda maupun jiwa seseorang 
dapat datang sewaktu-waktu tanpa 
diduga sebelumnya. Dalam tujuan 
untuk menanggung beban itulah, asu­
ransi hadir dengan maksud agar 
kerugian tersebut dapat dipulihkan. 
Asuransi menerima peralihan risiko 
yang timbul dari adanya evenemen 
(Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 
1990 : 5). 

Dalam pasal 246 KUHD, dije­
laskan bahwa asuransi dimak-sudkan 
untuk " ... membebaskan dari keru­
gian, kerusakan atau ketiadaan keun­
tungan yang diharapkan ... ". Se­
lanjutnya, dalam pasal 1 ayat (1) 
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Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 
tentang Usaha Perasuransian kembali 
ditegaskan bahwa asuransi ditujukan 
untuk " ... memberikan penggantian 
karena kerugian, kerusakan, .. . " . Dari 
kalimat-kalimat tersebut, dapat 
ditangkap makna bahwa asuransi 
sama sekali tidak dimaksudkan 
sebagai sarana untuk mencari 
keuntungan (profit). melainkan hanya 
untuk mengganti sebatas kerugian 
yang diderita tertanggung. Asuransi 
bukanlah cara untuk memperkaya 
tertanggung. 

Dasar dari pengaturan yang 
demikian itu adalah prinsip keseim­
ba~an (indemnity principle). Di 
antara asas-asas yang lain, seperti 
itikad baik dan kepentingan, asas ini 
sangatlah penting karena kerugian 
yang diganti haruslah se.imbang 
dengan risiko yang dibebankan pada 
penanggung (Sri Rejeki Hartono, 
2001 :1 00). Sebaliknya, risiko yang 
dialihkan pada penanggung harus 
diimbangi dengan pemberian premi 
oleh tertanggung sesuai dengan nemo 
plus, "tidak menerima melebihi apa 
yang menjadi haknya, tidak memberi 
melebihi apa yang menjadi kewaji­
bannya." (Abdulkadir Muhammad, 
2002:126 - 127). 

Dalam pengaturan asuransi, ter­
dapat beberapa pasal yang secara 
jelas menampilkan asas keseim­
bangan. Salah satunya adalah penga­
turan tentang subrogasi. Peristiwa 
subrogasi cukup sering terjadi dalam 
praktek asuransi. Contohnya, terta­
braknya mobil tertanggung oleh pihak 
ketiga atau terbakarnya kapal pe­
ngangkut barang yang sedang ber­
sandar di dok karena pengerjaan 
perbaikan kapal. Dalam peristiwa­
peistiwa tersebut pihak ketiga yang 
menimbulkan kerugian tentu tidak 
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terlepas dari kewajiban untuk membe­
rikan ganti rugi. Hal ini memung­
kinkan terjadinya penggantian keru­
gian dua kali terhadap tertanggung 
apabila tertanggung telah mendapat 
penggantian dari pihak asuransi. 

Dalam pasal 284 KUHD secara 
jelas ditentukan bahwa penanggung 
yang telah membayar kerugian kepa­
da tertanggung memperoleh hak ter­
tanggung terhadap pihak ketiga me­
ngenai kerugian itu, dan tertanggung 
bertanggung jawab untuk setiap 
perbuatan yang dapat merugikan hak 
penanggung terhadap pihak ketiga . 
Dalam hal penanggung telah mela­
kukan kewajibannya untuk membe­
rikan ganti kerugian, maka kepada 
tertanggung tidak diperbolehkan lagi 
untuk meminta ganti kerugian dari 
pihak ketiga tersebut. 

Atas pemberian penggantian 
yang telah dilakukan penanggung ke­
pada tertanggung, hak terhadap pihak 
ketiga tersebut beralih kepada pe­
nanggung. Dengan kata lain, penang­
gung menggantikan kedudukan ter­
tanggung terhadap pihak ketiga ter­
sebut. Cara ini dimaksudkan oleh 
pembentuk Undang-undang untuk 
membatasi perolehan ganti kerugian 
agar masing-masing pihak dapat 
memperoleh haknya secara propor­
sional/tidak berlebihan dan bagi pihak 
yang melakukan kesalahan tidak ter­
lepas dari kewajibannya untuk ber­
tanggung jawab (Djoko Prakoso, 
2004:190). 

Menurut Nolst Trinite, pasal 284 
KUHD ini dapat dianggap sebagai 
salah satu pasal yang bertujuan me­
lindungi prinsip indemnitas dalam 
asuransi. Dikatakan demikian karena 
prinsip indemnitas merupakan prinsip 
yang menekankan keseimbangan 
antara risiko yang dialihkan kepada 
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penanggung dengan kerugian yang 
diderita tertanggung sebagai akibat 
evenemen sehingga tertanggung tidak 
menerima melebihi apa yang menjadi 
hak dan kewajibannya. 

Secara teoretis, ketentuan ten­
tang subrogasi adalah sudah semes­
tinya apabila dihubungkan dengan 
asas keseimbangan. Tujuan yang lain 
adalah untuk mencegah pihak ketiga 
membebaskan diri dari kewajibannya 
membayar ganti kerugian (Abdul­
kadir Muhammad, 2002: 130). Dalam 
praktek, ketentuan dalam pasal 284 
KUHD ini ternyata tidak mudah untuk 
~ijalankan. Banyak perusahaan asu­
ransi yang tidak mempergunakan hak 
yang diperolehnya atas dasar subro­
gasi tersebut. Mengingat keberadaan 
perusahaan asuransi sebagai salah 
satu pelaku bisnis, pengabaian terha­
dap ketentuan subrogasi ini patut 
dipertanyakan lebih lanjut. Oleh kare­
na itu, fokus penelitian ini adalah 
untuk menjawab pertanyaan mengapa 
hak subrogasi dalam asuransi ke­
rugian tidak banyak dipergunakan 
dalam praktek. 

Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Surabaya 

dan Jakarta dengan pertimbangan 
bahwa Surabaya dan Jakarta sebagai 
kota peri ndustrian dan perdagangan 
yang memiliki keragaman perma­
salahan subrogasi dalam asuransi. 
Perusahaan asuransi kerugian yang 
diteliti terdiri dari 3 perusahaan asu­
ransi kerugian di Jakarta dan 3 
perusahaan asuransi kerugian di 
Surabaya. Penelitian juga dilakukan di 
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia 
(AAUI) dan lembaga Lost Adjuster. 
Penelitian juga dilakukan ke Penga-
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dilan Negeri Surabaya, Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan untuk mencari 
kasus subrogasi yang diproses secara 
litigasi. 

2. Sumber Data 
Data primer diperoleh melalui 

perusahaan asuransi yang dipilih di 
Surabaya dan Jakarta, Asosiasi Asu­
ransi Umum Indonesia (AAUI), lem­
baga Lost Adjuster, Pengadilan 
Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, d$n Pengadilan Jakar­
ta Selatan. Data sekunder diperoleh 
melalui dokumen dan pustaka pendu­
kung lain yang diperoleh dari berbagai 
sumber. Adapun data normatif meli­
puti: peraturan resmi (authori-tative 
record) tentang asuransi sebagai 
bahan hukum primer dan buku, jurnal, 
makalah, hasil penelitian yang secara 
substantif relevan dengan penelitian 
ini sebagai bahan hukum sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan dan Anali­
sa Data 

Data dikumpulkan melalui sur­
vey dan wawancara dengan teknik 
sampel non-random yang purposive 
(purposive sampling). Peneliti juga 
menerapkan snowball sampling dalam 
hal responden yang dipilih menunjuk 
kepada orang lain dan berhenti pada 
saat telah tercapai tahap redundancy. 
Selanjutnya data dianalisa secara 
kualitatif. 

Hasil Penelitian 

Asuransi di Indonesia sa at ini 
terkelompok dalam 3 (tiga) wadah 
asos1as1, yaitu Asosiasi Asuransi 
Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi 
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan 
Asosiasi Asuransi Sosial Indonesia 
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(AASI). Kelompok yang terluas adalah 
asuransi umum (general insurance) 
karena di dalartmya tercakup asuransi 
kebakaran, kendaraan bermotor, 
pengangkutan, dan berbagai bentuk 
asuransi lain yang objek pertang­
gungannya berupa benda. Asuransi 
jiwa bergerak dalam memberikan 
jaminan bagi hidup dan matinya 
seseorang, sedangkan asuransi sosial 
adalah asuransi yang digerakkan oleh 
pemerintah untuk meljndungi masya­
rakat. Oleh karena itu, asuransi sosial 
menjadi asuransi wajib

1 
artinya tanpa 

inisiatif tertanggung, as·uransi tersebut 
tetap harus diadakan, sedangkan 
keikutsertaan dua bentuk asuransi 
yang lain tergantung pada kehendak 
mandiri tertanggung. 

Di Indonesia, usaha perasu­
ransian didukung oleh 2 (dua) 
komponen, yaitu : 
• bidang usaha asuransi (insu-rance 

business). Perusahaan yang 
menjalankan disebut perusahaan 
asuransi (insurance company). 
Bidang usaha asuransi ini dapat 
berupa asuransi kerugian/asuransi 
umum, asuransi jiwa, asuransi 
sosial, dan reasuransi. 

• bidang usaha penunjang asuransi 
(complementary insurance busi­
ness). Perusahaan yang menja­
lankan kegiatan ini disebut peru­
sahaan penunjang asuransi (com­
plementary insu-rance company), 
meliputi : pialang asuransi, pialang 
reasuransi, penilai kerugian asu­
ransi (insurance lost adjuster) , 
konsultan aktuaria, dan agen 
asuransi. 

Subrogasi, sebagai salah satu 
prinsip dasar dalam asuransi, selain 
telah mendapat pengaturan khusus 
dalam pasal 284 KUHD, juga secara 
tegas dicantumkan dalam berbagai 
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polis di Indonesia, seperti Polis Stan­
dar Kebakaran Indonesia (PSKI), 
Polis Standar Kendaraan Bermotor 
Indonesia (PSKBI), polis asuransi 
pengangkutan, pol is aneka asuransi. 

Berdasarkan pasal 284 KUHD, 
subrogasi hanya dapat terjadi apabila 
penanggung telah memberikan peng­
gantian kerugian pada tertanggung. 
Dalam keterangan para narasumber, 
urutan peristiwa bagi terjadinya 
subrogasi haruslah seperti berikut : 
• tertanggung menderita kerugian 

karena perbuatan melanggar hu­
kum yang dilakukan pihak ketiga 

• tertanggung mengajukan klaim 
atas kerugiannya kepada pihak 
asuransi dengan menjelaskan 
bahwa kerugian tersebut karena 
pihak ketiga 

• penanggung memberikan peng­
gantian atas kerugian tertanggung 

• penanggung memiliki hak untuk 
menuntut ganti rugi pada pihak 
ketiga. 

Mekanisme demikian harus dilak­
sanakan berturutan untuk dapat 
disebut sebagai subrogasi, artinya 
subrogasi tidak akan pernah terjadi 
apabila penanggung tidak mendahului 
melakukan pembayaran kepada 
tertanggung. 

Pada beberapa perusahaan asu­
ransi yang diteliti, di antara beragam 
asuransi kerugian, subrogasi lebih 
sering terjadi pada asuransi ken­
daraan bermotor, sedangkan asuransi 
kebakaran maupun asuransi kerugian 
yang lain jumlah terjadinya subrogasi 
lebih sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh 
beberapa hal, yaitu : 
• potensi terjadinya asuransi ken­

daraan bermotor lebih besar 
dipengaruhi oleh keharusan untuk 
mengikatkan diri dalam asuransi 
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saat membeli kendaraan bermotor 
secara angsuran. 

• Kemungkinan timbulnya kerugian 
tertanggung dalam asuransi 
kendaraan bermotor jauh lebih 
besar 

Lembaga Lost Adjuster sebagai 
usaha penunjang asuransi tidak ba­
nyak bersinggungan dengan subs­
tansi masalah subrogasi. Lingkup 
tugas lembaga Lost Adjuster hanya 
terbatas pada penaksiran besarnya 
kerugian dan hal ini tidak banyak 
dilakukan pada jumlah klaim yang 
kecil. Lembaga Lost Adjuster yang 
ditemui menyatakan bahwa kasus 
subrogasi yang diajukan sebagai 
proses hukum di pengadilan sangat­
lah jarang. Penelitian yang dilakukan 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
dan Jakarta Selatan pada kurun waktu 
tahun 2000 - 2006 menunjukkan 
adanya beberapa kasus asuransi 
yang diajukan ke pengadilan, namun 
tidak dapat ditemui adanya kasus 
subrogasi dalam asuransi. 

Pembahasan 

Konsep subrogasi hanya di­
pergunakan dalam asuransi kerugian, 
dimana doktrin indemnitas dapat se­
penuhnya diberlakukan. Pada asu­
ransi kerugian berlaku contract of 
indemnity karena harta benda yang 
dipertanggungkan dapat dinilai 
dengan uang, sedangkan asuransi 
jiwa adalah non indemnity karena 
tidak ada acuan harga bagi jiwa atau 
nyawa seseorang. 

Tertanggung yang mengalami 
kerugian oleh pihak ketiga dapat 
meminta penggantian melalui 2 (dua) 
cara, yaitu : 
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• mengajukan klaim pada penang­
gung atas dasar perjanjian asu­
ransi 

• menuntut pihak ketiga agar mem­
bayar ganti kerugian berdasarkan 
pasal 1365 KUH Perdata menge­
nai perbuatan melanggar hukum 

Cara yang pertama menimbulkan hak 
bagi penanggung meminta penggan­
tian kerugian pada pihak ketiga, 
sedangkan cara kedua akan membe­
baskan penanggung dari kewaji­
bannya. 

Dalam hal cara kedua yang di­
tempuh, tertanggung sebenarnya te­
tap terbebani kewajiban untuk 
memberikan informasi mengenai kon­
disi saat ini dari benda yang diper­
tanggungkan. Hal 1n1 merupakan 
pelaksanaan dari prinsip utmost good 
faith. Dalam masa berlakunya per­
janjian, sama halnya dengan ter­
tanggung , penanggung dapat saja 
memilih akan meneruskan atau 
menghentikan perjanjian. Oleh karena 
itu, perubahan keadaan benda dapat 
mempengaruhi pertimbangan penang­
gung. Apabila asuransi dihentikan, 
berdasarkan pasal 276 KUHD pe­
nanggung tetap memiliki hak atas 
premi yang telah diterimanya. Dengan 
demikian, tidaklah tepat apabila ke­
wajiban tertanggung untuk membe­
rikan informasi sebagaimana diatur 
dalam pasal 251 KUHD hanya 
dimaksudkan untuk awal perjanjian 
karena sebenarnya kejujuran 
memberikan informasi diperlukan 
selama perjanjian berlangsung. 

Meskipun tertanggung telah 
mendapat penggantian dari pihak 
ketiga, dapat saja terjadi penggantian 
tersebut belum sesuai dengan keru­
gian yang diderita tertanggung. Oleh 
karena itu, tertanggung masih di­
mungkinkan untuk mengajukan klaim 
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pada penanggung. Dengan demikian, 
penanggung memberikan peng­
gantian bagi kerugian yang tersisa. 
Cara yang demikian ini sebenarnya 
juga memungkinkan timbulnya subro­
gasi karena penanggung membayar 
kepada tertanggung meskipun hanya 
sebagian dari keseluruhan kerugian 
yang diderita tertanggung yang 
sebenarnya harus dipikul oleh pihak 
ketiga. 

Dalam praktek, hak dari tertang­
gung kepada penanggung secara 
formal dialihkan melalui surat/pernya­
taan khusus, yang secara teknis 
dilaksanakan sebagai berikut : 
• pada saat pembayaran klaim oleh 

penanggung, tertanggung diminta 
menandatangani surat kuasa 
khusus yang isinya mengalihkan 
hak untuk menagih pihak ketiga 
kepada penanggung 

• pada bagian bawah lembar pem­
bayaran klaim yang ditanda­
tangani oleh tertanggung telah 
tercantum kalimat yang menya­
takan pengalihak tersebut 

Apabila melihat pada pasal 284 KUHD 
maupun isi polis, pembuatan surat 
kuasa atau pengalihan secara tertulis 
sebenarnya tidak diperlukan karena 
subrogasi yang dimaksudkan te~adi 

demi hukum, bukan atas perjanjian. 
Namun dalam praktek, ketiadaan 
surat khusus menjadi alasan bagi 
pihak ketiga untuk mengelak dengan 
alasan tidak memiliki hubungan 
dengan penanggung. 

Meskipun pengaturan tel')tang 
subrogasi telah cukup jelas dan de­
ngan tegas dicantumkan dalam polis, 
namun pada prakteknya tidak dapat 
berjalan karena berbagai faktor, baik 
dari penanggung, tertanggung, mau­
pun faktor di luar keduanya. Berikut 
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akan diuraikan masing-masing faktor 
tersebut: 

1. Faktor dari tertanggung 
Tertanggung memiliki andil yang 

amat penting bagi terjadinya subro­
gasi mengingat hubungan hukum 
antara penanggung dan pihak ketiga 
hanya dapat timbul melalui ter­
tanggung. 

1.1. Ketidakjujuran tertanggung 
mengenai adanya penggantian 
dari pihak ketiga 
Tidak terlaksananya subrogasi 

dipengaruhi juga oleh ketidakjujuran 
tertanggung bahwa ia sebenarnya su­
dah mendapatkan ganti rugi dari pihak 
ketiga. Dalam terminologi Seidman, 
fenomena ini berkaitan dengan per­
hitungan cost and benefit (Robert B. 
Seidman, 1978:69-77). Setiap orang 
selalu memperhatikan keuntungan 
dan kerugian yang akan diterimanya 
jika suatu tindakan dilakukan. Per­
hitungan keuntungan dan kerugian 
sebagaimana dikemukakan oleh 
Seidman ini nampaknya yang mem­
pengaruhi tertanggung dalam menun­
tut ganti rugi. 

Pertimbangan cost and benefit 
yang demikian ini dapat dikatakan 
merupakan suatu hal yang wajar 
karena individu pada dasarnya selalu 
dimotivasi oleh kalkulasi untuk mem­
peroleh keuntungan serta berusaha 
menghindari kerugian. Bagi Homans, 
tujuan tindakan manusia adalah 
tujuan ekonomis (material maupun 
nonmaterial) untuk memperbesar 
keuntungan atau ganjaran. Pertim­
bangan seperti ini analog dengan tipe 
tindakan kerja/bertujuan menurut 
Habermas. Tindakan yang berda­
sarkan rasionalitas tujuan cenderung 
mengutamakan efisiensi dan pero-
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Iehan hasil dengan biaya yang sekecil 
mungkin, tanpa terlalu perduli pada 
nilai-nilai normatif. Tindakan tersebut 
merupakan sesuatu yang khas dalam 
rasionalitas Max Weber (Jurgen 
Habermas, 1984:282-285). 

Pilihan tertanggung yang demi­
kian ini dengan sendirinya berten­
tangan dengan prinsip keseimbangan 
(indemnity) karena berarti tertanggung 
tidak hanya dipulihkan pada kondisi 
semula, tetapi sekaligus juga 
mendapat keuntungan. Berpijak pada 
hakekat keberadaan asuransi, hal 
semacam 1n1 yang seharusnya 
dicegah mengingat asuransi tidak 
dimaksudkan untuk memperkaya 
tertanggung. 

Pasal 284 KUHD yang dikutip 
secara apa adanya dalam berbagai 
polis standar, menetapkan bahwa 
tertanggung bertanggung jawab atas 
setiap perbuatan yang dapat meru­
gikan hak penanggung dan kelalaian 
tertanggung dapat berakibat berku­
rangnya hak tertanggung untuk men­
dapatkan ganti rugi dari penanggung. 
Namun demikian, secara substansial, 
ketentuan ini memiliki kelemahan 
karena tidak adanya sanksi tegas 
pelanggaran tertanggung terhadap 
kewajibannya itu. Pada sisi yang lain, 
penanggung juga tidak terlalu peduli 
untuk melaksanakan ketentuan 
terse but. 

1.2. Kurang pahamnya tertang­
gung akan adanya pengaturan 
tentang subrogasi 
Kurang pahamnya tertanggung 

akan adanya pengaturan semacam ini 
dapat dimaklumi mengingat asuransi 
menjangkau segmen pasar yang 
sangat luas dan terdiri dari berbagai 
lapisan sosial. Tidak hanya untuk per­
janjian asuransi, bahkan untuk perjan-
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jian lain, seperti perjanjian pembukaan 
rekening bank, perjanjian penerbitan 
deposito, dan beberapa perjanjian 
standar lain, seringkali isi perjanjian 
tidak sepenuhnya dipahami oleh pihak 
yang akan mengikatkan diri. Ditinjau 
dari sisi isi perjanjian, orang cen­
derung lebih mencermati hak daripada 
kewajibannya sehingga seringkali ada 
penafsiran yang berbeda terhadap isi 
perjanjian. 

Pelaksanaan subrogasi juga ter­
kendala karena tertanggung menya­
takan tidak paham mengenai keten­
tuan subrogasi. Tidak pahamnya ter­
tanggung dapat dibedakan dalam 3 
(tiga) hal, yaitu : 
• Tertanggung tidak paham bahwa 

atas perbuatan melanggar hukum 
pihak ketiga, ia hanya diberikan 
penggantian sebatas kerugian 
yang diderita, jadi tidak boleh 
mendapatkan ganti rugi dari 
kedua-keduanya, yaitu penang­
gung dan pihak ketiga. Ketentuan 
mengenai subrogasi ini sering 
dipertanyakan oleh tertanggung 
karena ia merasa berhak untuk 
mendapatkan ganti rugi dari kedua 
belah pihak, dari pihak ketiga 
karena telah melanggar hukum, 
juga dari pihak asuransi sebagai 
imbalan premi yang telah diba­
yarnya. 

• Tertanggung tidak paham bahwa 
meskipun telah mendapatkan 
penggantian dari pihak ketiga, ia 
semestinya tetap menyampaikan 
perubahan kondisi benda yang 
dipertanggungkan kepada pe­
nanggung. Hal ini didasari ke­
tentuan dalam pasal 18 PSKBI 
yang menyatakan bahwa penang­
gung memiliki hak untuk setiap 
waktu selama masa pertang­
gungan melakukan pemeriksaan 
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terhadap kendaraan yang diper­
tanggungkan. 

• Ketidakpahaman tertanggung di­
pengaruhi secara bertimbal balik 
oleh ada tidaknya informasi yang 
jelas mengenai keseluruhan isi 
polis pada saat awal perjanjian. 
Sisi awam tertanggung sebe­
narnya dapat dikurangi apabila 
penanggung secara cermat 
menjelaskan hak dan kewajiban 
tertanggung. Apabila dalam pasal 
251 KUHD diatur mengenai 
kewajiban pemberitahuan oleh 
tertanggung, semestinya kewa­
jiban yang sama juga dapat 
dibebankan kepada penanggung. 

1.3. Keengganan tertanggung 
menjalani proses subrogasi 
Apabila tertanggung melaporkan 

pelanggaran hukum pihak ketiga 
kepada pihak penangg ung, maka se­
telah memberikan penggantian kepa­
da tertanggung, penanggung akan 
mengajukan tuntutan kepada pihak 
ketiga tersebut. Untuk keperluan 
tersebut, penanggung memerlukan 
identitas pihak ketiga. Keterangan ini 
diharapkan dapat diperoleh dari ter­
tanggung sebagai pihak yang berhu­
bungan langsung. Dalam kenya­
taannya, saat peristiwa yang menim­
bulkan kerugian tertanggung tersebut 
terjadi, tertanggung justru sering 
enggan berurusan lebih jauh dengan 
pihak ketiga tersebut dengan be'be­
rapa alasan, seperti : 
• Menghindari konflik lebih jauh, adu 

fisik misalnya, dengan pihak 
ketiga mengingat emosi yang 
tinggi pada saat peristiwa terjadi 

• Efisiensi waktu dan biaya 
• Keikutsertaan pada asuransi 

memang dimaksudkan untuk 
mengatasi hal-hal seperti itu. 
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Segala kerugian sudah menjadi 
tanggungan pihak asuransi 
sebagai kompensasai dari premi 
yang dibayarkannya. 

Atas alasan-alasan tersebut, tertang­
gung bersikap masa bodoh, tidak 
merasa perlu untuk menginformasikan 
mengenai pihak ketiga kepada pihak 
penanggung, Dengan kata lain, 
tertanggung akan menyampaikan ke­
terangan bahwa kerusakan benda 
yang dipertanggungkan adalah karena 
kesalahan/kelalaiannya sendiri atau 
mengatakan telah terjadi tabrak lari. 

Keadaan seperti tersebut di atas 
sebenarnya merupakan pelanggaran 
dari isi polis (pasal 16 PSKI , pasal 14 
PSKBI) maupun pasal 284 KUHD 
karena dapat digolongkan sebagai " 
mengurangi hak penanggung untuk 
menuntut ganti rugi. " Konsekuensinya, 
tertanggung berkewajiban untuk ber­
tanggung jawab. Bahkan dalam kedua 
polis standar tersebut, pasal 284 
KUHD dilengkapi dengan pemberian 
sanksi bagi tertanggung berupa 
kemungkinan hilang atau berkurang­
nya hak tertanggung atas ganti rugi. 

2. Faktor dari penanggung 
Berdasarkan keterangan pihak 

asuransi, subrogasi hanya dapat di­
laksanakan untuk kasus dengan 
angka klaim yang besar, sedangkan 
untuk klaim yang jumlahnya kecil , 
cenderung diabaikan. Hal ini didasari 
pertimbangan bahwa memproses hak 
yang timbul dari subrogasi tersebut 
tidak mudah. 

Selain mempertimbangkan faktor 
keuntungan, penanggung sebagai pe­
laku bisnis sangat memperhitungkan 
masalah waktu dan biaya. Mengurus 
hak berdasarkan subrogasi tidaklah 
mudah. Penanggung terlebih dahulu 
harus mengetahui secara lengkap 
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identitas pihak ketiga, kemudian 
menghubungi pihak ketiga tersebut 
untuk menyampaikan tuntutannya. 
Sekiranya pihak ketiga berlaku 
kooperatif, hak subrogasi ini mudah 
terselesaikan. Namun adakalanya 
juga, pihak ketiga berbelit-belit atau 
bahkan menolak sehingga perma­
salahan tersebut semakin berlarut. 

Berdasarkan hak yang dialihkan 
oleh tertanggung kepada penanggung, 
apabila pihak ketiga dirasakan sulit 
atau bahkan menolak membayar ganti 
kerugian, penanggung sebenarnya 
dapat saja mengajukan masalah 
tersebut ke pengadilan. Akan tetapi, 
pilihan ini juga tidak menyenangkan 
bagi penanggung karena beberapa 
alasan: pertama, akan semakin mem­
perpanjang urusan yang berarti juga 
menghabiskan waktu, tenaga, dan 
biaya. Kedua, pengajuan ke penga­
dilan berisiko pada citra perusahaan di 
mata publik. Berurusan dengan peng­
adilan menimbulkan kesan kurang 
baik yang dikhawatirkan dapat mem­
pengaruhi kepercayaan masyarakat 
terhadap perusahaan asuransi ter­
sebut. Menyadari bahwa pengajuan 
tuntutan ke pengadilan berharga 
"sangat mahal", maka pihak asuransi 
cenderung untuk tidak memper­
masalahkan hak subrogasinya. 

T entu saja hal terse but di atas 
hanya untuk kasus subrogasi dengan 
nilai nominal yang dinilai "kecil", se­
dangkan untuk kasus "besar", secara 
kasuistis pernah diajukan ke pe­
ngadilan meski tidak banyak. Hasil 
pendataan di PN Jakarta Pusat, sebe­
narnya cukup banyak kasus terkait 
asuransi yang diajukan. Ragam kasus 
yang diajukan cukup bervariasi, se­
perti tidak dibayarnya klaim ter­
tanggung, pemberian informasi yang 
tidak benar oleh tertanggung, asuransi 
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rangkap, dan lain-lain. Namun kasus 
subrogasi untuk kurun waktu tahun 
2000- 2006 tidak dapat dijumpai. Hal 
ini dijadikan gambaran bahwa mes­
kipun kasus subrogasi banyak terjadi, 
bahkan sebenarnya lebih mudah 
terjadi dibandingkan kasus asuransi 
yang lain, namun tidak diajukan ke 
pengadilan. 

Menurut perhitungan pihak asu­
ransi, jumlah yang akan diperoleh 
berdasarkan hak subrogasi tidak 
sebanding dengan kesulitan mem­
perolehnya. Sebagai contoh : hak 
subrogasi yang akan diperoleh sejum­
lah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) 
dengan catatan harus meluangkan 
waktu dan tenaga untuk menagih 
pada pihak ketiga. Sementara dengan 
waktu dan tenaga yang sama, pihak 
asuransi dapat memperoleh klien baru 
dengan nilai pembayaran premi yang 
jauh lebih besar karena nilai per­
tanggungnya mencapai ratusan juta. 
Artinya, kerugian karena kehilangan 
hak subrogasi tidak seberapa, 
dibandingkan keuntungan lebih besar 
yang harus dikejar dan didahulukan. 
Kondisi demikian ini yang menga­
kibatkan penanggung akhirnya lebih 
memilih untuk mengabaikan hak su­
brogasinya 

3. Faktor lain 

3.1. Kesulitan menemukan kesa­
lahan pihak ketiga 
Dalam beberapa peristiwa, wa­

laupun kerugian tertanggung ditim­
bulkan oleh pihak ketiga, tidaklah 
mudah untuk menetapkan bahwa 
pihak ketiga yang benar-benar me­
nyebabkan kerugian bagi tertanggung. 
Contohnya, kebakaran karena koslei­
ting listrik pada rumah tetangga yang 
juga mengenai rumah ter-tanggung. 
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Tuntutan atas dasar subro-gasi sulit 
untuk dilaksanakan karena membuk­
tikan bahwa si tetangga telah mela­
kukan kesalahan juga tidak mudah. 
Biasanya peristiwa semacam ini akan 
diterima sebagai musibah yang tidak 
dapat ditimpakan sebagai kesalahan 
pihak tertentu. Atas dasar kondisi 
seperti tersebut di atas, tidak mudah 
untuk menetapkan pihak ketiga seba­
gai pihak yang merugikan tertanggung 
sehingga memungkinkan timbulnya 
subrogasi. 

3.2. Pihak ketiga tidak dapat 
member1kan ganti rugi 
Dalam praktek asuransi, tun­

tutan ganti rugi terhadap pihak ketiga 
tidak selalu mudah untuk dilak­
sanakan karen a pihak ketiga juga 
menderita kerugian. Misalnya, keba­
karan yang menimpa rumah ter­
tanggung disebabkan oleh kompor 
yang meledak di rumah tetangganya. 
Kecerobohan si tetangga jelas telah 
menimbulkan kerugian bagi orang 
lain. Meskipun merupakan kelalaian, 
namun apabila menilik konsep per­
buatan melanggar hukum dalam pasal 
1365 KUH Perdata, si tetangga tetap 
memiliki kewajiban memberikan ganti 
rugi pada tertanggung karena dalam 
perdata tidak dibedakan antara 
kesengajaan dan kelalaian. Kesuli­
tannya adalah, si tetangga sendiri 
tidak memiliki kemampuan untuk 
membayar ganti rugi karena ia pun 
menjadi korban dalam peristiwa 
tersebut. 

Contoh yang lain, kebakaran 
pada pusat pertokoan karena hu­
bungan arus pendek pada salah satu 
toko yang kemudian merembet pada 
toko yang lain. Di Indonesia, kasus 
semacam ini tidak pernah beruj ung 
pada gugatan terhadap pemilik toko 
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yang menyebabkan kebakaran ter­
sebut karena tokonya sendiri juga 
terbakar. 

3.3. Tidak timbul subrogasi karena 
ada klausula lain dalam polis 
Dalam polis yang telah dise­

pakati oleh tertanggung termuat 
berbagai ketentuan. Pemberlakuan 
subrogasi bisa jadi terhalang karena 
ketentuan lain dalam polis tersebut. 
Seperti halnya pada asuransi ken­
daraan bermotor, dapat terjadi mobil 
yang diasuransikan dicuri supir yang 
baru 3 (tiga) hari bekerja pada 
tertanggung. Melihat pada peris­
tiwanya, terpenuhi unsur ada pihak 
ketiga yang menimbulkan kerugian 
bagi tertanggung. Akan tetapi, untuk 
dapat diarahkan menjadi bentuk su­
brogasi tidak mungkin karena dalam 
pasal 3 PSKBI telah diatur bahwa 
penanggung tidak memberikan ganti 
terhadap kerugian yang ditimbulkan 
oleh orang yang bekerja pada 
tertanggung, walaupun dalam kenya­
taannya tertanggung tidak cukup 
mengenal orang yang baru bekerja 
padanya tersebut atau orang tersebut 
memang sudah beritikad buruk saat 
melamar menjadi sopir tertanggung. 

3.4. Tertanggung dan pihak ketiga 
memilih jalan damai 
Kemungkinan terjadinya subro­

gasi juga bisa terhambat ternyata 
tertanggung dan pihak ketiga menye­
pakati untuk berdamai, artinya ma­
sing-masing pihak tidak akan menun­
tut. Akibatnya, hak tertanggung untuk 
minta ganti rugi pada pihak ketiga 
juga menjadi hapus. Pada saat pe­
nanggung membayarkan klaim ter­
tanggung, penanggung kehilangan 
hak subrogasinya. 
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Ditinjau dari ketentuan tentang 
subrogasi dalam polis, yaitu pasal 16 
ayat (2) PSKI dan pasal 14 ayat (2) 
PSKBI yang menyatakan bahwa 
tertanggung bertanggung jawab atas 
setiap perbuatan yang mungkin dapat 
merugikan hak penanggung dari pihak 
ketiga tersebut, maka perdamaian 
yang dilakukan tertanggung dapat 
dikategorikan sebagai "perbuatan" 
sebagaimana disebut dalam kedua 
pasal di atas. Pasal 16 ayat (3) PSKI 
dan pasal 14 ayat (3) PSKBI 
menyatakan bahwa kelalaian melak­
sanakan ayat (2) dapat mengurangi 
hak tertanggung untuk mendapat 
ganti rugi dari penanggung. 

Dalam praktek, ketentuan dalam 
ayat (3) tersebut tidak selalu dite­
rapkan karena penanggung memiliki 
pertimbangan khusus terkait bona­
fiditas tertanggung. Pertimbangan­
pertimbangan seperti tertanggung 
dianggap potensial bagi penanggung 
sehingga dalam kasus tertentu diberi 
kelonggaran, atau jumlah nominal 
dianggap kecil untuk dipermasalahkan 
lebih lanjut, menjadi alasannya. 

Sebaliknya, bisa juga terjadi per­
damaian yang dilakukan dimasukkan 
sebagai "catatan" untuk menilai ter­
tanggung. Apabila tertanggung dinilai 
terlalu banyak mengajukan klaim, 
penanggung dapat saja tidak bersedia 
melanjutkan pertanggungan setelah 
pertanggungan yang sedang berjalan 
berakhir. Apabila kesalahan ter­
tanggung dianggap sangat merugikan 
sedangkan penanggung tidak bermak­
sud memproses secara litigasi, maka 
berdasarkan pasal 19 ayat (1) PSKBI 
dan PSKI , penanggung berhak untuk 
menghentikan pertanggungan. · 
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3.5. Knock for Knock Agreement 
Dalam peristiwa terjadi saling 

tabrak yang merugikan tertanggung 
dan juga pihak ketiga, dan kedua 
belah pihak masing-masing memiliki 
asuransi, maka meskipun dalam polis 
ada ketentuan untuk memberikan 
penggantian terhadap pihak ketiga, 
namun yang diganti oleh pihak 
asuransi adalah tertanggungnya 
sendiri. Hal ini disebabkan adanya 
"Knock for Knock Agreement" sebagai 
bagian dari market agreement antar 
perusahaan asuransi. Dengan demi­
kian, meskipun dalam polis ada kewa­
jiban untuk memberikan penggantian 
kepada pihak ketiga, masing-masing 
penanggung hanya perlu menang­
gung kerugian tertanggungnya ma­
sing-masing. Bagian yang harus diba­
yar sendiri oleh tertanggunglah, yaitu 
risiko sendiri yang dapat dftuntutkan 
pada piha~ ketiga. 

Simpulan 

Meskipun pengaturan tentang 
subrogasi dalam praktek perasu­
ransian di Indonesia telah mendapat 
legitimasi berdasarkan pasal 284 
KUHD dan polis, tetapi dalam praktek 
lebih banyak tidak dilaksanakan 
karena berbagai faktor, baik dari 
tertanggung , penanggung, maupun 
faktor-faktor dari unsur-unsur yang 
lain. Tertanggung memiliki ~ndil 
utama agar dapat terlaksananya ta­
hap berikutnya dalam subrogasi. Arti­
nya, hak penanggung dalam subro­
gasi baru akan timbul apabila ter­
tanggung mau menyampaikan adanya 
peran pihak ketiga dalam kerugian 
yang diderita tertanggung. Apabila 
tertanggung tidak jujur atau enggan 
menjalani proses subrogasi, maka hak 
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subrogasi penanggung sulit untuk 
diwujudkan. 

Selanjutnya, meskipun tertang­
gung telah memberitahu adanya andil 
pihak ketiga dalam kerugian yang 
dideritanya, penanggung juga mem­
beri andil atas tidak terlaksananya hak 
subrogasi tersebut apabila memilih 
untuk menuntut ganti rugi dari pihak 
ketiga. Pada umumnya, alasan yang 
dikemukan adalah karena jumlah 
nominal subrogasi kecil dan waktu 
pengurusan yang lama. 

Dalam hal penanggung dan 
tertanggung telah sama-sama meng­
hendaki dilakukannya proses subro­
gasi , dapat saja hak subrogasi 
tersebut tidak dapat dilaksanakan 
karena beberapa faktor, seperti : 
kesulitan menemukan kesalahan 
pihak ketiga, pihak ketiga tidak dapat 
memberikan ganti rugi, adanya. ··klau­
sula lain dalam polis yang mengha­
langi klaim tertanggung, dan adanya 
knock for knock agreement. 

Meskipun terdapat beberapa 
kendala dalam pelaksanaan hak su­
brogasi, namun keberadaan keten­
tuan tentang subrogasi masih relevan 
dengan kebutuhan praktek perasu­
ransian sebagai bentuk konsistensi 
prinsip indemniti dan penerapan pasal 
1365 KUH Perdata. Hak subrogasi 
masih tetap dapat dijalankan pada 
kasus dengan jumlah nominal besar 
yang seimbang dengan beban 
penanggung. 

Saran 

a. Perlu diberlakukan sanksi hukum 
yang tegas dalam hal tertanggung 
berlaku tidak jujur dan meng­
halangi hak subrogasi penang­
gung. 
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b. Meskipun subrogasi terjadi demi 
hukum, namun perlu tetap dibuat 
surat kuasa khusus dari tertang­
gung kepada penanggung agar 
pihak ketiga tidak mengelak dari 
kewajibannya 
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